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PEM.ERINT~~~:g{lNJ~~::::H KHUSUS

KEPUTUSANGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

. NOMORll TAHUN2015

. TENTANG

PENUNJUKANKEF>ALA PANTI SOSIAL BINA NETRACAHAYA BATHIN'

SEBAGAIKUAS~:~~3~~:E~~~~~~~~~g~ERAHBERUPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang . a. bahwasesuaiBerita ACara Sarah Terima tanggal27 Oktober 2014,
Pemerintah ProVinsi Daerah Khusus IbLikota Jakarta c.q .. Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

.telah menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) eks Kontraktor
Kontrak Kerja Sarna PT Pertamina Hulu Energi West Madura
Offshore (D.H KodecoEnergYCo.Ltd) berupa barang Inventaris
Kantor;

Mengingat.

.. b, .bahwa .Barang Milik Daerah' berupa barang Inventaris Kantor
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Panti

.Sosial Bina Netra Cahaya Bathin; ,

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ,dan hurufb serta dalam, rangka tertib administrasi
pengelolaari Barang Mink Daerah, perlu merietapkan Keputusan'

" Gubernur tentang penunjukan KepalaPanti Sosial Bina Netra Cahaya
Bathin Sebagai ,Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Barang
Inventaris Kantor; ,

1. Undang-Undang' Nomor 29 Tahun 2007 tentang, Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara
Ke::?a\uanRepublik Indonesia; , ' ,

2, Undang~Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

'3, Undang-Undang NOmor 23' Tahun 2014 tentang Pemerintahan
, Daerah sebagaimami telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang"Undang Nomor 2, Tahun 2014;

4. Peraturan Pemeiintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; , ' ,

5: Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
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Menetapkan
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KETIGA·
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6. Peraturan Menteri Dalam· Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoin<ln Pengelolaan Keuangari· .Daerah sebagaimana .telah

.beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarri
Negeri Nomor21 Tahun 2011; .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOrDor 17 Tahun 2007 tentang
Pedom<ln Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; .

8. Peraturan. Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah; . .

·9. PeraturanDaerah Nomo(12 Tahun2014 tentang Organisasi
.Perarigkat Daerah; .

10. Peraiuran GubernurNomor55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatari
.Bararig Milik Daerah; . . .

. 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
. Wewenang Kepada Sekretaris DaerahUntuk Menandatangani

Penetapan StaWs PeriggunaanBarang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;·

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI
SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN SEBAGAI KUASA PENGGUNA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR.

· MElnunjuk Kepata Pimti SosialBina Netra Cahaya Bathin Sebagai
Kuasa .Pengguna Ba~ang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor,
sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan·Gubernur ini.

Kuasa Pengguna Bar~ng. Milik Daerah sebagaim~na .dimaksud pada
diktum· KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau
merigubah penggunaanterhadap Barang Milik Daerah kepada pihak
lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

· Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
· diktum KESATU,wajib : . .

a. inembuatperencanaan, .pengamanan dan penataan secara
meriyeluruh terhadap Barang Milik Daerah; .

.. . . ,

b. ~erenCanakari segala biaya yang berkaitan dengan perawat~n dan
pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang
lainnya;

c. menggunakan. dan mengelola Barang· Milik Daerah untuk
kepenlingan penyelenggaraan tugas pokok·dan fungsinya;

d. melakukan pengawasan. dan pengendalian atas ·penggunaan
Barang Milik Daerah yang ada dalampenguasaannya; dan

e. mengamankan dan meinelihara Barang Milik Daf;lrah yang berada
dalam· penguasaannya sesuai.· dengan ketentuan peraturari
perundang-undangan.· .
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Segala .. risiko .atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan
Barang Milik Oaerah sebagaimana dimaksud pada dikfum KESATU.
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial .
Bina Netra Cahaya Bathin.. ..

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada taiiggal ditetapkan..

Oitetapkan diJakarta .
. pada tanggal 5 Janua,i 2015

r
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.1. Gubernur Provinsi OKIJakarta .
. 2. Wakil Guberriur ProVinsi OKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. InspektiJr Provirisi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi OKI Jakarta .
6. Kepala Badan Pengelola Keuangah Oaerah

Provinsi OKI Jakarta·. . ... . ... . . ..
7.. Kepala Biro HukumSetda Provinsi OKI Jakarta



Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

No~or11 TAH9~ 2015
Tanggal 5 Jan ua r i2 01.5

- . :.' .:' .. ..' . . -

. BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH.KHusus IBUKOTA JAKARTA BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR
PADA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATHIN

Nomor
Ukuran Tahun

Nomor
. Asal:

No. . ·Nama/Jeriis Barang Ncimor· . MerklTipe Chassis Harga(Rp).
. .Kode Unit Kode Barang (CC) Penibelian Rarigka . Mesin . PolJsi perolehan

.. Register

1 Personal Komputer PC 11.09.00.13.00.01.01 02.06.03.02.001 00016 DELUOPTIPLEX AO-21 0 LMT 2014
.

. Hibah .' 1.024.00p,00.- - - - .

.

2 Personal Komputer PC 11.09.00.13.00.01:01 .02.06.03.02.p01 . 00017 DELUOPTIPLEX AQ-21 0 LMT . - 2014· - - - Hibah 1.024.000,00

3 Personal Komputer PC 11.09.00.13.00.01.01 02.06.03.02.001 0001a DELUOPTJPLEX AQ-210LMT - 2014 - - - Hibah. 1.024.000.00

. ..

PROVINSIDAERAH KHUSUS
OTAJAKARTA· r
,TM-IS DAERAH.. . ...

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002


